
GUBERNUR RIAU
PDRATURAN GVBERNUR RIAU

Nomor Tahun 2016
TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PDRATURAN GUBERNUR NOMOR 59 TAHVN 2015
TENTANG PDDOMAN BELAN.'A BANTUAN KEUANGAN KEPADA

KABUPATEN/KOTA YAiIA BERSUMBDR DARI ANGGARAN PENDAIATAN
DAN BELANJA DAERA1T PROVINSI RIAU

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CUBERNUR RIAU,

:a. bah{a be.dasarkan hasil analisa dan evaluasr atas
Kabuprren/Kora dalam

pelaksanaan Bantuan (euangan sefta untuk optimalisasi
belanja bantuan keudngan aga. repar sasdan, efektii dan
ellsien, maka Peraiuran Cubernur Nomor 59 'fahun 2015
renrang Pedoman Belanja bantum Keuanga. Kepada
Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daelan Provinsi Riau perlu
dilakukan perubahan:

b. bahq'a bedasa.kan letimbangan sebagaimana dimaksud
pada hu.ui a, perlu menetapkan Pe€tu.an Gube.nu.
Riau tentang Perubahan Pe.atuEn Gube.nu. Nomo. 59
Tahun 201s teniang Pedonan Belanja banrua. (euangan
(cpada Kabuparen/(ota Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dae.ah P.ovinsi Riau.

2.

3.

Undang-Undang Nomo. 61 Tahun 1958 tentang
P€netapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang PembeDtukan Dacrah-daerah Swatanira
Tinskat I Sumate.a Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran
Negara Republik lndoncsia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai
Undang unddg (Lemba.an Nega.a Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor tt2, Tambahan Irmbard Negara
Republik Indonesia Nomor l646Jl

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenta.g Sistem
Perencanaan PembanguDan Nasional (Lembaran Necara
Repubiik Indonesia 'lahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lehbaran Negara R€publik Indonesia Nomor 4421);

undang-Unddg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peme.intahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesla Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba.m
Ne8"i. Pcpubl.k l.donF".a Nomo, sJ8/). seoa8€ Tzr.
tclah diubah beberapa kali re.alhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tanun 2015 Mtang Perubanan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peme.intahan Dae.ah (lembaran Negara Rcpublik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 5a, Tambahan rfftbaran
Negara Republik Indonesia Nomof 5679);
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4. Peraturan Pemerinbn Nomor 5a TahuD 2005 tentang
Penselolaan Keuancan Daerah (Llmbaran Neeara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570);

5. Peraturan Petuerintah Nomoi 79 'faiun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Da. Pengawasan Penyelengga.aan
P€merintahan Daerab (Lembamn Nega.a RepubLik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, 'fambahan Lembaran
Nega.a Republik Indonesia Nomo. 4737);

6- Pe.atu.an Pemedntah Nomor 39 Tahu. 2007 tenrang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (r€mbara. Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Noftor 83, ?ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nooor 4734);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7r Tahun 2010 rentang
Standar Akuntansi Pemeintaban (Lembaran Negara
Republik Indonesia'fahun 2010 Nomor 123, Tmbah@
Lembdan Nega.a Republik lndonesia Nomor 5l65)i

8. Pe.atu.an Pemeiintah Nomo. 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lemba.an
Negda Republik lndonesia Tahun 201:l Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republjk Indonesia Nomor
ss33)j

9. Peraruran Piesiden Nomo. 54 Tahun 2010 tentdg
Pengadun Barang/Jasa Pefte.intah sebagaihana telah
dlubah beberapa kali terakhir d€ngan PeratuEn Presiden
Nomo. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraruran P.esiden Noftor 54 Tahun 2Or0 Tentang
Pengadaan Ba.ans/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20ls Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

10. PeEturan Menleri Dalam Negeri Nomor t3 Tanun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keudgm Daerah
sebagaimana telah diubah bebeEpa kali terakhir dengan
P.raturan Menteri Dalam Nege.i Nomor 21 Tanun 20rr
rentang Perubahan (edua Atas Pcraturan Menterj Dalam
N€se.i Nomor 13 Tahun 2006 Fntang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolan Ba.ang Milik Daerah.

MEMUAUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GVBERNUR NOMOR 59 TAI]UN 2015
TENTANG PEDOMAN BELAN\'A BANTUAI{ KEUANGAX
KEPADA I{TIBUPATEN/KO,I]A YANG BERSUMBER DARI
ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELAN.'A DAERAH



Pasal I

Beberapa ket€ntuan dalam Peraturan Cubemur Riau Notuor 59 Tahun 20i5
tenrang Pedoman Belanja Bantuan Kelrangan &pada Kabupaten/Kota yang
Be.sunber dari Anscaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Provinsi Riau'fahun 2015 Nomor 59), diubah sebagaiberikut:

l. (etentud Pasal I angka t3 diubah dan ditambah I (satu) aneka baru
yakni angka 14, sehingga Pasal I berbunyisebagai be.ikuti

Pasal I

1. Provinsi adaiah Petue.intah Provinsl Riau.

2 Pemerintahan Daerah adalah Pemedntah Provinsi Riau.

3 Oubernur adalah cubernu Riau.
.1 Dewan Peflakilan Rakyat Daerah yans selanjutnya disingkal DPRD

adalah Dewan PeNakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

5. Kabupaten/(oia adalah (abupaten/Kota di P.orinsi Riau.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.

7. Keuansan Dae.ah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka lenyelenggaraan petue.intahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang aermasuk didalamnya segala bentuk kekayao ydg berhubungm
dengd hak dan kewajibd daerah tersebui.

a. AnggaEn Pendapatan Dan Belanja Daeian yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan Dd Belanja DaeEh Provinsi Riau
yang merupakan rencana keuangan tahunan peme.intalan dae.ah yaDg
dibahas dan diserujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dd
dnetapkan dengaD Peraturan Daerah.

9. Petabat Pengelola Keuangan Dae.sh yane selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala saiuan kerja pengelola keuangan daerah ydg mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan be.tindak sebagai
bendahda uhum dae.ah.

10. Saruan Kerja Perangkat Daemh yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkar dae.ah pada pemerintah daerah selak! pengguna anegaran/

11. Badan Perencanaan Pembangunan DaeEh yang seLanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Badan Perencanaad Pembangund Dae.ah Provinsi

12. Dokumen Pelaksdaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokunen pelaksanMn anggaran pada satuan kerja
pengelola keuanga. dae.ah selaku Bendahara Umum Dae.ah.

13. Banruan Keuanean adalah belanja yang digunakan untuk
menganggdkan bantuan keuanga! dari Provinsi k€pEda
Kabupaten/(oia dalam rdgka pememtaan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan.

14. Proposal usulan adalah dokunen yang disusun oleh Satuan Kerja
PeEngkat Daerah (SKPD) (abupaten/Kota selaku pengusul kegiatan
yang menguraikan lalar belakang dan rencana kegiatan yang dilengkapi
dengan data dan dokumen pendukuns s€cda lenekap.



2- (etenluan Pasal 6 ayat {3) dihaPus, sebingga Pasal 6 berbunvi sebagai

Pasal 6

(t) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dituaksud
daid Pasal 4, petuntukan dan peDeelolamnya dia.ahkan/ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Banium Keuangan bersilat khusus sebagaimana dimal{sud pada avat
(1) dapat mensyaratkd penyediaan dana Pendamping dalam APBD
Kabupaten/(ota pene.ima bantuan.

3. Ketenlud Pasal a ayat (1) dan (2) diuban, sehingsa Pasal a beibunvi

Pasal A

(tl Perencanaan kegiatan bantuan keuangan merupakan bagian ddi
proses perencanaan pembangunm Daerah Provinsi yang mencakup
kegiatan strategis Pemerintah Daeran, usul@ P€merintah

lada rangkaian Must6rv.rah Perencaraan
Pembangund (MUSRENBANG) P.ovinsi, usulan keciatan strategis
Peherintan Kabupaten/kota kepada Pemerintah DaeEh setelan
MUSRENBANG Provinsi, usulan da.i DPRD hasil reses/kunjungan
kerja berdasarkan hasil sidang Paripurna.

(2) Perencanaan kesiatan bantud keudgan sebacaimma dimaksud ayat
(I) didankan pada kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis
yang pelaksanaannya selesai pada Tahun Anggaran be.kenad.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), (a), (5) diubah, dan ayat (3)dihapus, sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(l) Pengusuld dana bdtuan keuangan sebaeaimana dimaksud dalam
Pasal 12 disatupaikan kepada Cubernuf c.q. Kepala Bappeda Protiosi
oleh Bupati/walikota.

(2) Pengusuid bdluan keudgan sebagaimana dinaksud pada ayat (1)

wajib dilenskapi dengan p.oposal usulan serta ditembuskan ke SKPD
reknis Provinsi.

(a) P.oposal usulan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), diverinkasi
kelengkapan administrasinya oleh SKPD teknis Provinsi dan hasil
verifikasi disampaikd kepada Cubeaur dengan fomat sebagaimda
tercantum pada lampiran I dan merupakan bagid ydg tid€1<
terpisahkan da.i Pemturan Gube.nu. ini.



ts) P.oposal usulan yang telah dive.iikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam pelalsdaan kegiatan dan
sebasai lampiian dalam pengajuan pencaird dana.

s. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan (6) diubah, serta ayat (7) diubah dan
ditambah I {sa!u) hurul baru yaitu huruI s, sehingea Pasal 16 berbunyi

Pasal 16

Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakd dengd cda
pemindahbukuan dai Rekening Bendahara Umum Daerah
Pedenntah Provinsi Riau ke Rekening Kas Umum Daerah masrng-
masing Pemeintah (abupaten/ Kotaj

Penyaluran dana Bantuan Keuangd sebaeaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan
gedung/ bdgunan deDgo niLai diatas Rp. 500.ooo.o00,0o (Lima htus
lura rupiah) diatuf dalam 3 (tiga) tahap, denga! ketentuan sebagai

a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) da.i alokasi bdtud
keudgan un.uk penbanglnan nsik infrastruktur dan
C"d InB banC tn"n "'ldh kontrak diuada 3_Sd1',

b. 'aahap II sebesd proglees nsik dari alokasi bdtuan keuangan
untuk pembangunan nsik inlrastruktur dan gedung/bangunan
serelah progress pekerjmn minimal sebesa. 55%;

c. Tanap selanjutnya sesuai dedsan prcg€ss hasil pekerjaan dari
alokasi baniuan keudgan untuk pembangunan nsik infrastruktu.
dan gedung/bansunan, dilaksanakan setelan Bupati/walikota
menyerahkan laporan pensculaan dana (progtss repo.tl TanaP L

t2l

(3) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (ll untuk pembanguna. fisik infrastruktu. dan
cedune/bansuan dengan nilai R!. 200.000.000,00 (Dua ratus juta
rupiah) sampai Rp. 500.000.000,00 (Lima .atus juta rupiah) diatu.
dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebasai berikut:

a. Tahap I sebesa. 30% (Tiga puluh pe.sen) dari alokasi bdtuan
keuangan untuk lembangunan fisik infrastruktur dan
eedunc/bangunan sctclah kontrak ditandatangani;

b Tahap selanjutnya sesuai densan p/ogless hasil pekerjaan dari
alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur
dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelan Bupati/walikota
menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Ta:hap l.

{41 Penyaluran dana bartuan keuangan sebagaimana dimaksud pacla
ayat (l) untuk pembangunan jisik infrast.uktur dm
gedung/bangunan dengan nilai smpai Rp. 200.000,000,00 (Dua
ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.

(5) Penyaluran dana banean keuangan sebasaimana dihaksud pada
ayat (1) untuk pensadaao sarara dan prasarana dengan nilai diatas
Rp. 200.000.000,00 (Dua raius juta rupiahl diarur dalM 2 (dua)
tahap, dengan ketentuan sebagai beikut:



a, Tdnap I sebesd 30% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan
keuangan untuk pengaden sarana dan prasarana setebn
kontral ditddatanganij

b. 'rahap selanjutnya sesuai dengd progress hasll pekerjaan dari
alokasi bdtuan keuangan untuk pengadaan sarana dd
pQsarana dilal{smalan setelah Bupati/Walikota nenyerahke
laporm penggunaan dana (progress report) Tahap L

(6) Pen!€rurd dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk pengadaan sarana dd p€sdda dengan nilai sampai
Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilaksanal<d sekaligus.

(7) Penyalurd dana banluan keuangd sebagaimda dimaksud pada
ayat (1) sdpai densan ayat (6) dilaksanakan dengan pe.sydatm
administrasi sebagai berikut:
a. Su.at Permintae Penyaluran Dana dari Bupati/walikota sebagaj

Penerima Bdtuan Xeuangan kepada Oubernur c.q. Kepata Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selalo Bendana.a Umum

b. Srrd' rrkomendrs. dari SI(PD .cl{ni. P ov'rs
c. Su6t Pernyatad Kesediaan melaksanakan kegiatan yang didanai

dari Bantud Keuegd dengan lormat sebagaimana te.canrum
pada lampird II dan merupakan bagian yang ridak te.pisankan
dart Perarud Cubernur ini;

d. Surat Pemyataan Penggunad dda dengan format sebagaimda
tercantum pada lampiEn lll dar merupakan bagid yang ridak
terpisankan dari Peraturm Gubernur inij

e. Saline rekening koran Kas Umum Dae.ah masinS tuasing
Kabuparen/Kota penedma bantuan keuangtur,

I Untuk penyaluid tahap II dan seldjutnya menyampajkm
pelapord penyerapan dana tahap sebeLumnya densan format
sebagaimea tercdtum pada lampiran Md merupakan bagid
vmg 'idak 'F-piscrk.n da'. Prr"r' -.. cubemur.n.,

g. Menjrusun Rencana (erja Anggard satuan Kerja Perdgkar
Daerah dd mengesahkan serta melampirkan Dokumen
Pelal<sdam Perubahad Anssdd Pejabat Pengelola l<euangm
Daerah (DPPA'PPKD) dan Dokumen PelaksanaaD perubahan
Anggarm SKPD (DPPA-SKPD) sebagai dasar petat<sdaan

6. Ketentud Pasal 17 ditmban I (satu) huruf yairu huaf c, sehidgga pasal
17 berbunyi sebagai berikutl

Pasal 17

Pelaksdad bdtuan keudgan diatui sebagai beflkut :

a. Dda bantud keuangan aea. digunakb scsu4 oensan rencana
semula, dan pelaksadd sepenuhnya mcnjadj tdgsuncjaeab
Bupdt./wauo a pen.nm- bdLu"n LeL"ng"-

b. Pelalsdaan kegiatan yang dialokasikan datam APBD harus disetesaikan
pada Tahun Anggard berkenaan, apabila tidak dapat disetesaikd
smpai dengu al{hir Tanun Anssaran, maka pemerintan Dae.ah dapat
meialukan penghentian pencairan bantud tersebuti



c. Dalm hal dana yang sudah disalurkan tidak digunal<d smpai alhir
tahun anggaran berkenaan, ftaka dana tersebut harus dikembalikan
dan disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Peme.intah Daemh pada
Bank Riau (ep.i dengan rekening 101.01.0046 BUD QQ Pendapatan Asli
Daerah pada Tahun AnCCa.an berkenaan.

Pasal Il
Peratu.d cubemu. ini muiai be.laku pada tanggal diundangka!.

Agd setiap ormg mergetahuinya memerintahkd pengundangan Peratu.an
cubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Rrau.

Ditetapkan di Pekalbaru
pada langgal:

Rrau 

ARSYADJULTANDT RACSMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tmggal: 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

BERIfA DALRAH PRO\lNS- RIAL TAHUN z0lo 
^OMOR

AHMAD HI
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: Peraturan Gubenur Riau
Nomor ' 
Tanggal :

Format Sunt Pergantar Kepala SKPD LePada Gubernur tentatrg I{astl
veifikasi PerdoLona! Belanja bantuar Keualgatr

KOP SURAT
S(PD

(Tenpat), (TanggaL Bulan) (Tahun)

Hal Hasil verinkasi Permohonan Belanja
Bantuan Keuangan Tanun Anggaran

Cq. Kepala BPKAD Prov. Riau

PEKANBARU

Berdasarkan Sumt Permohond Bantud Keuangan dm
Kabupaten/Kota, kdi telah melakukan ve.iikasi dengan
memperrimbangkan prioritas se.ta keterkairan denean
penyelenggaraan prog.am dan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau

Juftlah permohonan sebanyal< .. proposal senilai RP

........ (terbilads) dan be.dasarkan veiikasi tebn disetujui
seb@yak .......... p.olosal senilai Rp ... . (te.bilsd, vans

Demikian kami sampaikan, atas perkend dan perhatian
Bapak diucapkd te.ifta kasih.

Kepala SKPD .......................
(Nama jelas pimpinan / ditandatansadi/ dicap)

(Rp.)

Permohonan Belanja Bantuan

YADJU 

LTANDI RACITMAx
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KOP KEPAIA
DAERAH

SVRAT PERNYAAAAN

Peraturd Cubernur Riau
Notuor : 
Tanggal :

Yans bertanda tansan di bawah ini Bupati/walikota t)
...................................(diisi nama Kab/l<otal menyatakan bahwa Peme.intah
Kabupaten/Kota ') .................. .. .. (diisi nama Kab/Kota) bercedia
ftelaksanakan kegiatan yang didanai dai Dana Bantum KeuaDgan
Pemennlah Pfovinsi Riau Tahun Anggaran . dengan henperhatikan
ketemuan sebagai berikut :

l.Akan mencantumkan Bantud Keuangan ddi Pemerintah P.ovinsi Riau
Tahun Ancgaran...,. dalam Anggaran PendaPatan dan BeLmja Daerah
Tahun Angggaran .. dan/atau men.antumkan Bantud Keuangan dari
Pemcfintah Provinsi Riau TabDn Anggaran . dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dm Belanja Daerah'fahun Angggaran

2. Menyampaikan Laporan Realisasi AnSSaran (LRA) sesuai
pe.atu.an Perundang-unoangan.

3. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidal{ dilaksana&an saftpai akhir
rahun anggaran , maha kami akao mengembalikan dana yang sudah
disalurkan tersebut ke Bendahara Umum DaeFh Pemerintall Provinsi Riau

Demikian surar Pernyataan ini dibuai sebagai sydat penyaluran clana
Banruan Keuangan da.i Pemerintah Prcvinsi Riau Tahun Anegaran . .

Tempat, tanggal
Bupati/walikota .)

asli dan srrmpel basa]'l

-) Coret )ana tidak Perlu

. 
ARSYADJULTaNDT RACHMAN
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KOP KEPALA
DAERAH

SURAT PERI{YATAAN PENGCUNAAN DANA

Peratur@ Gubernur Riau
Nomor .
Tdggal :

-1 .. ... ................

Ymg bertdda tangan di bawah ini Bupari/Walikota ')
.ldiisi nafta Kab/(ota) nenvalakan dengan sebenahva

bah{a penggunsan dana banruan keuangan akan kmi pe.ranggungiawabkan
unru{ ppmbavd r kcBi"ldn ........... (diisi nma
kegiatan) sesuai ketentuan Peratufan perundang-unddgan

Selanjutnya apabila ternyata dana dimaksud tidak diPereuakan
u'tuk p.ocrm/kesiatan . (diisi nda kegiatan),
maka pelaksana Prosm/Kegiatd akan bertanggungjawab sePenuhnva serta
siap melerima sanksi administ.atif dan / atau sanksi hukum sesuai ketentum
peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyalaan ini dLbuat sebagai syarat penvaru.d dha
Bantuan Keuangan dari Pemerintah P.ovinsi Riau 'fahun Anggaran . .

Fanda tansan asli dan stempel basah)

*) Corer yang tidak perlu.

SSADJULIAI 
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KOP KEPALA
DAERAH

Peraturan Gube.Dur Riau
Nomor : 
Tanggal:

LAPORAN PENI'ERA?AN
BA{AUAI{ T(EUANGAN PEMERINTAT' PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN ,......

Yang bertanda tmgan di bawah lnj Bupati/walikota .)

...................-.................(diisi nama Kab/Kota) menyatal<d ballwa Pemerintah
Kabupaten/Kota.) .........................(diisi nama Kab/kota) be.tanggungiawab
penuh atas kebenard Laporan Realisasj Penyerapan dana Bantuan Keudgan
Pemenntsh Prcvinsi Riau'talun Ansaran .... dengan.incian sebagai berikut:

Bidang dari RKUD

ISP2D)

RKUD

{rl 12\ {3) (st t6)

Tempat, tanggal
Bupati/walikota ')

(tanda ra.gan asli d3n srempel basa]')

'J coret yeg tidak pe.lu.

SYADJVLTANDT 

RnCTTMAN
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